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Dewan Prioritaskan Pembahasan
RUU Perlindungan Data Pribadi

Pemberian akses data kependudukan kepada pihak swasta dianggap tidak tepat.
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JAKARTA - Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Puan
Maharanimenyatakanlem-
baganya akan segera mem-
bahas Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Data
Pribadi. RUU Perlindungan
Data . Pribadi adalah
satu di- antara empat ran-
cangan legislasi yang akan
disahkan pada periode
sidang tahun ini.

“Sejumlah
segera dibahas pada
pembicaraan tingkat
satu,” kata Puan ketika
membuka masa Sidang
IV Dewan Perwakilan
Rakyat, kemarin. Ia meny-
atakan RUU Perlindungan
Data Pribadi merupakan
bagian dari agenda stra-
tegis yang harus diselesai-
kan Dewan.

RUU Perlindungan Data
Pribadi menarik perhatian
publik setelah Kementerian
Dalam Negeri memberi
akses verifikasi data ke-
pendudukan  kepada
perusahaan layanan pin-
jaman online. Di samping

RUU

genai kebocoran data
yang terjadi di sebuah lem-
baga penegak hukum.
Karena hal tersebut,
Dewan kemudian men-
jadikan RUU Perlindungan
Data Pribadi sebagai legis-
lasi prioritas. Selain itu,
Dewan akan membahas
dan- menyelesaikan RUU
Daerah Kepulauan, RUU

Cipta Kerja omnibus law, -

danRUUtentangPemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota.

Anggota  Komisi Ko-
munikasi dan Informatika
dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera, Sukamta,
mengatakan  Parlemen
mulai - membahas RUU
Perlindungan Data Pribadi
untuk melindungi data pen-
duduk yang rawan disalah-
gunakan. Dia mencontoh-
kankebijakan Kementerian
Dalam Negeri memberi
akses data kependudukan
ke perusahaan layanan
pinjaman online.

Sukamta menilai ke-
bijakan tersebut rawan
jika dilihat dari aspek per-
lindungan data penduduk.
Menurut dia, pemberian
akses data kependudukan

kepada badan hukum
Indonesia dan pihak swas-
ta tidak tepat. Dia ber-
alasan Indonesia saat ini
belum memiliki undang-
undang yang mengatur
perlindungan data pribadi
warga negara.

Menurut . dia, pihak
swasta memang di-
perkenankan mengakses
data kependudukan, se-
suai dengan Undang-

Undang. Nomor 24 Tahun '

2013 tentang Administrasi
Kependudukan. Namun
aturan -tersebut . belum
memberi jaminan per-
lindungan ~ bagi  data
pribadi penduduk, ter-
masuk mekanisme per-
tanggungjawaban perusa-
haan penerima data. “Pada
titik inilah wajar jika kita
semua khawatir adanya
potensi penyalahgunaan
data," ucap dia.

Direktur Jenderal Ke-
pendudukan dan Pen-
catatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri, Zudan Arif
Fakrullah, membantah
dugaan bahwa pihak-
nya membocorkan data
penduduk ke perusaha-
an layanan pinjaman on-
line. Dia memastikan pe-

merintah hanya memberi
akses kepada perusahaan
untuk melakukan verifikasi
data kependudukan. “Ke-
menterian hanya mem-
berikan hak aksesuntuk ve-
rifikasi data,” tutur Zudan,

Menurut dia, pemberian
hak akses verifikasi-data
berbeda dengan mem-
berikandatakependudukan
ke perusahaan swasta.
Pemberian hak akses verifi-
kasi diatur dalam Undang-

" Undang Nomor 24 Tahun

2013 Pemberian akses veri-
fikasi diperkenankan demi
keperluan pelayanan pub-
lik, perencanaan pemban-
gunan, alokasi anggaran,
pembangunan demokrasi,
serta penegakan hukum
dan pencegahan tindak

rusahaan-perusahaan itu

untuk mencegah kejahatan
dalam proses pinjaman.
Deputi Direktur Riset
Lembaga  Studi. dan
Advokasi  Masyarakat,
Wahyudi  Djafar, me-
nyatakan  RUU  Per-

lindungan Data Pribadi
menjadi penting karena
banyaknya kasus ke-
bocoran data. Keberadaan
undang-undang ini juga
berguna untuk mencegah
penyalahgunaan data, pe-
nipuan, dan pemalsuan
data pribadi.

RUU - Perlindungan
Data Pribadi nanti akan
berisi aturan tentang tang-
gung jawab. pemerintah
dan pihak swasta dalam

gelola data pribadi

Zudan juga menje-
laskan bahwa pemerin-
tah memiliki perjanjian

kerja sama dengan 13 pe-.

rusahaan swasta. Beberapa
di antaranya adalah PT
Pendanaan  Teknologi

Nusa, PT Digital Alpha -

Indonesia, dan PT Ammana
Fintek Syariah yang berge-
rak pada layanan pinjaman
online. Akses verifikasi
data diberikan kepada pe-

serta mengatur sanksi
pidana, Namun, Wahyudi
berpendapat, RUU Per-
lindungan Data Pribadi
tidak perlu mengatur san-
ksi pidana. “Sanksi pidana
cukup menggunakan UU
Informasi dan Transaksi
Elektronik. RUU PDP hisa
memuat sanksi administra-
sidan denda, seperti negara

lain,” tutur dia.
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